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MOTTO

“Sungguh, Allah memerintahkan kepadamu
menyampaikan amanat kepada orang (yang berhak menerimanya),
dan jika kamu menetapkan hukum antara manusia,
hendaklah kamu menghukum dengan adil. Sungguh, alangkah baik
peringatan yang Allah berikan kepadamu!

Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat!”"

'YAYASAN AMBADAR, 1997, OS An Nisaa’ (Wanita-wanita) 4:58, CV. Pustaka Mantiq, Jakarta,
halaman 128.
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RINGKASAN
“PROSES EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”
(Studi Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr)

Pidana dalam Undang-Undang Pidana Korupsi yakni Undang-Undang No.31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001
(UU Tipikor) lebih bersifat khusus dan lebih berat dibandingkan dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Termasuk di dalamnya terdapat pidana
tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak diatur dalam KUHP, sebab
pembayaran uang pengganti hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana korupsi saja
dan tidak pada tindak pidana lain. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang
diatur dalam UU Tipikor bertujuan sebagai cara pengembalian uang negara yang telah
dikorupsi. Banyak hal yang membuat para eksekutor kesulitan dalam melaksanakan
pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, diantaranya jika terpidana
telah jatuh pailit atau tidak mampu membayar sama sekali uang pengganti tersebut.
Hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan menyimpangnya proses eksekusi yang
telah ditetapkan oleh UU Tipikor. Berhubungan dengan hal tersebut, Penulis
menghubungkan dengan salah satu perkara korupsi yang telah ditangani Pengadilan
Negeri Jember, dengan Nomor Putusan 238/Pid.B/2004/PN.Jr, dimana dapat
dipastikan bahwa terpidana tidak mampu secara financial untuk memenuhi pidana
tambahan uang pengganti yang telah dijatuhkan dalam putusan tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang
dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: /. bagaimanakah proses eksekusi
pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi
menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.20 Tahun 2001 apabila terpidana tidak mampu membayar; 2.
apakah proses eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara
tindak pidana korupsi pada Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr sesuai
dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma - norma dalam hukum

positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
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pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat
otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi/risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,
serta bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku
teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa: /. pihak
pengeksekutor dalam hal ini pihak Kejaksaan, wajib untuk meneliti bahwa apakah
benar terpidana tersebut tidak mampu untuk membayar pidana tambahan pembayaran
uang pengganti dengan jalan melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap harta
kekayaan terpidana berkaitan dengan upaya paksa menyita harta benda terpidana guna
dilelang dimuka umum dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara sesuai jumlah
kerugian negara akibat perbuatannya (Pasal 18 ayat (2), namun apabila ternyata
terpidana tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dapat disita guna
mengembalikan kerugian negara akibat perbuatannya, pihak Kejaksaan memiliki
kewenangan untuk menyelesaikan masalah pengembalian uang negara tersebut, baik
dengan cara negosiasi dalam bentuk apapun karena uang pengganti dianggap sebagai
suatu bentuk hutang kepada negara yang harus dibayarkan. 2. Proses eksekusi pidana
tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada
Putusan PN Jember No.238/Pid.B/2004/PN.Jr memiliki kesesuaian dengan Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20
Tahun 2001 sebab apabila dilihat secara keseluruhan proses eksekusi yang dilakukan
oleh pihak Kejaksaan Negeri Jember, pihak Kejaksaan tersebut memiliki kewenangan
yang mutlak dalam menangani masalah pembayaran uang pengganti yang tidak dapat
dilunasi oleh terpidana tersebut. Oleh sebab itu, pihak Kejaksaan melakukan upaya-
upaya yang dapat memberikan suatu jalan penyelesaian terhadap kendala dalam
mengeksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga uang

negara dapat terselamatkan kembali.
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